
WALIKOTA BITUNQ 
PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 
NO MOR 20 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG 
NO MOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BITUNG, 

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 7 menegaskan bahwa penyediaan 
anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana 
sosial dan/ atau pemberian bantuan kepada daerah lain 
dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana 
sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran sebelurnnya 
dan/ atau dengan melakukan pergeseran belanja tidak 
terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas 
program dan kegiatan yang kurang mendesak; 

b. bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban 
kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah 
selesai tahun anggaran sebelumnya, maka harus 
dianggarkan kembali pada akun belanja pada APBD Tahun 
Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan, tata cara 
penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan 
perubahan atas peraturan kepala daerah tentang 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dan diberitahukan 
kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung 
dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 201 7; 

c. bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, 
DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam 
rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi 
Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi 
Papua, Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana 
Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana 
transfer lainnya dalam keadaan darurat dan/ a tau mendesak 
lainnya belum cukup dan/atau belum dianggarkan dalam 
APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan 
peraturan daerah tentang Perubahan APBD; 
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Mengingat 

d. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c, dalam rangka pemulihan infrastruktur 
pasca bencana, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah 
kepada pihak ketiga, meningkatkan kinerja dan pelayanan 
Pemerintah Kota Bitung kepada masyarakat dan untuk 
percepatan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan 
kegiatan yang sangat mendesak di Kota Bitung; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
240); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

16. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata 
Bitung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kata Bitung 
Tahun 2016 Nomor 12); 
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18. Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kota Bi tung Tahun 2016 
Nomor 26); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 26 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasall 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Bitung Nomor 26 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 26) diubah sehingga secara 
keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung. 

Ditetapkan di Bitung 
Pada tanggal 3 Maret 201 7 
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AX:IMILIAAN JONAS LOMBAN 

Salinan sesuai dengi-?1 aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA BITUNG, 

� 
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH 

PEMBINA TINGKAT I 
NIP: 19741118 200112 1 003 

SISCUS XA VERIUS SENDUK 
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Diundangkan di Bitung 
Pada tanggal 3 Maret 201 7 
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BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NO MOR 20 
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